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Menimbang 

Mengingat 

BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 2.'f TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN REKLAME 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dalam penyelengga.raan reklame yang lebih indah, 
tertib, teratur, tcrarn.h clan serasi clengan tata ruang dan 
arsitektur Kabupaten yang bermanfaat bagi masyarakat 
serta merupakan potensi bagi Penclapata.n Daerah; 

b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 201 4 tentang Pajak 
Reklamc, Pengaturan lebih lanjut tentang Pcmbinaan, 
pengawasan dan pcngendalian pajal<: Rekla.mc clitetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaima.na climaksud 
dalam huruf a dan huruf b, per lu menetapkan Peraturn.n 
Dupali Kaur tentang Penyelenggaraan Rek:lai.ne; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pernbentukan Propinsi Bengkulu (Lembarnn Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Unclang-Unclang Nomor 3 Tahun 2003, tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2003 Nom01· 23, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4266); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Ncgai.·a Rcpublik 
Indonesia Nomor 4725); 

4 . Unclang-Unclang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkut,u1 Jalan (Lembara11 Neg,u-a Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 



Menetapkan 

5. Undang-Uncla.ng Nomor 25 Tahun2009 tenta.ng Pelay anan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Trunbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Unda.ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.ent.ang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik lndone1,ia 
Tahun 2016nomor 114); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu in tas; 

10. Peraturan Mentcri Pekerj aan Umum Nomor : 20 
/ PR/ M/ 2010 tcntang Pecloman Pemanfaatan clan 
Penggunaan Bagian-Bagian ,Jalan; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 
20 11 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11); 

12. Pcraturan Dacrah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Kaur Tahun 2012-2032 (Lemba:ran Daerah Kabupaten 
Kaur Tahun 2012 Nomor 150); 

13. Peratu ran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2016 
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupat.en kaur (Lembaran Daerah Kabupaten kaur tahun 
2016 Nomor 237); 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAAN 
REKLAME. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratura.n Bupati Kaur yang dimaksud dcngan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur. 



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa.n urusan Pcmerintaha.n oleh 
Pcmerintah Daerah clan DPRD me.nurut Asas Otonomi clan tugas pembantuan 
c\engan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sist.em dan prinsip Negara 
Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Unda.ng-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupatl adalah Bupati Kaur . 
5 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayana.n Terpadu SaLU Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPM-PTSP adalah Perangk at Daerah yang menyelcnggarakan urusan 
bidang penanan1an modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu. 

6. Dinas Perhubungan adalah Pcrangkat Daerah yang menyelenggaral{an 
urusan bidang Perhubungan. 

7 . Dinas Peke1j aan Umum clan Pcnataan Ruang yang selanjut nya disingkat 
DPUPR adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang 
Peke1:jaan Umum clan Penataan Ruang. 

8. Sadan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan bidang Pendapatan. 

9. !7,in adalah izin peletakan tilik media Reklamc 
10 . Rekla111e adalah benda, alat, perbuatan atau media yang rnenurut co1·ak 

ragamnya untuk tuj uan komersial, dipergunakan unt.uk memperkenalkan, 
me.nganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun 
untuk mcnarik perhatian umum kepada sualu barang, 
j asa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atatl 
didengar dari suatu tempat oleh umum, 

11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang mcnyclcnggarakan 
Rcklamc balk untuk dan/atas namanya sendiri clan/alau untuk clan atas 
nan1a pihak Jain yang menjad i tanggungannya. 

12 . Ti tik Media Reklame aclalah tempat di mana bidang Reklame didirikan 
dan/atau ditempatkan. 

13. Ukuran Reklame adalah Ukuran bidang tayangan Rcklamc/iklan yang 
cl igunakan oleh penyelenggara Reklnn1e. 

14. Reklame Papan/ Billboard adalah penyelenggaraan Rcklamc yang media 
penempatan/pcnyangganya berdiri atau menempel secara perrrn.u1en baik 
kc tanah konstruksi semen cor atau menempel k e dinding/lantai 
bangunan dengan menggunakan mur clan baul alau bahan pengikat lainnya, 
atau melalui metode pengecatan secara langsung ke media beru pa tembok 
/ dinding dari sualu bangunan/pagar. 

15. Reklame Baliho adalah penyelenggaraan Reklame yang 
16. media penempatan/penya.ngganya bersifat seme.ntara dan biasa terbuat clari 

bahan yang mudah rusak karena cuaca seperti papan atau kayu scrta t idak 
tidal{ ditanam secara pennanen pada permukaan ta11ah. 

17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Disphly (L,ED) adalah Reklame 
yang menggunakan layar moni tor besar berupa progran1 Reklrune atau 
iklan bersinar dcngan gambar dan /atau tulisan berwarna yang dapat 
beru bah-u bah terprogram clan difu ngsikan dengan tenaga listrik. 



18. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan 
berupa gambar, lukisan atau tulisan pada Kotak/Box rangka besi, alumunium 
atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, 
dicat atau bahan j acli clari jenis vinil/plastik tebal atau 
sejenisnya, serta diberi penerangan lam pu pacla bagian clalam Kotak/ box 
yaJ1g pemasangannya t iclak menggunakan konstruksi secara khusus 
atau clilempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau 
mcnyilang j alan. 

19. Reklame kain/banner /umbul -umbul adalah Reklameyangdiselenggarakan 
berupagambar, l ukisan clan/atau tulisan clengan menggunakan bahan kain, 
tcrmasuk kertas, plastik, karct at.au bahan lainnya y ang sejenis clengan itu, 
yang clipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan 
menggunakan tali pengikat dan/atau mernakai tiang besi/bambu. 

20. Reklaine melekat/poster/stiker adalah Reklame yang diselenggarakan berupa 
gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lcmbaran lepas disablon atau 
dicetal</offset, clengan cara clisebarkan, clitempelkan , clilekatkan, clipasa.ng 
atau digant.ungkan pada suatu benda. 

2 1. Reklame selebaran aclalah Reklame yang berbentuk lembara.n lepas, 
diselenggarakan clengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta 
dengan t iclak untuk clitempelkan, clilekatkan, clipasang, atau digantungkan 
pada suatu benda lain. 

22. Reklarne berjalan/kendai-aan adalah 
ditempelkan pada kendai·aan bermotor 
tulis~m. 

Reklamc yang ditempatkan ata u 
berupa gambar, lukisan, dan/atau 

23. Reklame suara a.dalah Rcklame yang diselenggai·akan dengan menggunakan 
kata-kata yang diucapkan at.au dengan suara yang dilimbulkan dari atau oleh 
perantara a.lat. 

24. Rekla.me udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dcngan 
menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. 

25. Reklame apung aclalah Reklame yang cliselenggaral«m berupa gambar, 
lukisan dan/at:1u tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu 
alat/benda yang dilctakkan di atas pcrmukaan air. 

26. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara 
mengguna.kan k lise berupa kaca a.tau film atau ba.han -bahan yang sejenis, 
sebagai alat un tuk diproyek sikan dan/atau dipancarkan pada layar atau 
bencla lain d i dalam ruangan. 

27. Pola penyebaran titjk media Rekla1ne adalah peta yang d~jadikan acuan dan 
ai·ahan u ntuk pcletal<an Reklame. 

28. Sarana dan prasara.na Kabupaten adalah bagian dari ruang Kabupaten y ang 
duniliki dan/at.au dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya 
untuk kcpentingan umum. 

29. Di luar sarana dan prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang 
Kabupatcn yang status kepemilikannyrJ perseorangan atau badan yang 
pemanfaatannya sesuai dengan peruntukrm yang ditctapkan clalam rcncana 
Kabupaten. 

30. Di atas ba11guna11 adalal1 t itik Reklame yang d itempatkan di atas 
bai1gu nan/ ged ung. 

31 . Menempel pada bai1gu nan/bangun-bangunan adalah titik Reklame yang 
menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun 
ticlak. 



32. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dala1n persil. 
33. ,JaJa..11 aclalah prasarana transpor tasi clarat yang meliputi segala bagi an jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperunt ukkan 
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permu kaan 
tanah, cli bawah permukaan tanah clan/ atau air, se1t a di atas pennukaan air, 
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel 

34 . Ruang milik jalan adalah ruang man faat jalan dan sejalur tanah ter tentu 
diluar manfaat j alan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat j alan, 
pclebaran j alan, penambahan j alur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan 
ruangan untuk pengamanan j alan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, clan 
tinggi tertentu. Bahu jalnn adalah batas antara perkerasan j alan dengan salu ran 
dan/atau pagar halaman. 

35. Median aclalah suatu pem isah fisik jalur lalu lintas yang ber fungsi u ntuk 
menghilangkan konflik lalu lintas dari arah y ang berlawanan, sehingga pada 
gilirannya akan mcningkatkan keselamatan lalulin tas. 

36. Pulaujalan at.au pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang ticlak clapat d ilalui 
oleh k enclaraan, dapat berupa marka j alan atau bagian jalan yang dit.inggikan . 

37. Persil adalah sebidang tanah/kapling clengan ukuran ter tentu setelah 
clikurangi batas r encana pclcbaran j alan. 

BAB II 
Jenis dan Ukuran Reklame 

Pasal 2 
(1) Jenis Reklame berdasarkan bentuknya meliputi: 

a. Rck lamc Papan/ Baliho/ Billboard/ Neon Box/Videot ron / Megatron/LED 
dfm sejenisnya; 

b. Reklame Kain; 
c. Reklame Melekat (Stiker); 
d. Reklame Selebaran; 
e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan; 
f. Rcklamc Uclara; 
g . Reklame Suara; 
h. Reklame Film/Slide; 
1. Reklame Peragaan; 
J- Reklame Apung; 

(2) Jenis Reklam e berclasarkan masa peny elenggaraannya meliput.i: 

a. Reklarne Pennanen; dan 
b. Reklame Non Permanen atau In siclentil. 

(3) Reklame Permanen sebagaimaana dimaksud pacla ayat (2) hu ruf a masa 
penyelenggaraannya I (satu) Tahun; 

(4) Reklame Non Permanen atau Insidcntil sebagaimana cl imak sucl pada 
ayat (2)hurufb masa pcnyclcnggaraannya kurang clari 30 (tigapuluh) hari . 

Pasal 3 

Ukuran biclang tayangan Reklame/ iklan yang digu nakan oleh 
penyelenggara Reklamc. harus sesuai dengan izin yang diberikan. 
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BAB III 

PENYELENGGARA REKLAME 

Pasal 4 

Penyelenggara Reklame terdiri dari : 

a. biro Reklamc/perusahaan adverlising; 
b. pemilik Reklame/produk. 

Pasal 5 

Biro Reklamc/Perusahaan advertising sebagaimana clirnaksud dalan1 Pasal 4 h uruf 
a, merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan/advertising baik atas 
namanya sendiri at.au at.as nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

Pasal 6 

Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huntf b merupakan 
orang pribadi at.au badan yang menyclcnggarakan Reklame unt.uk dan at.as 
namanya sencliri. 

Pasal 7 

Penyelenggara Reklan1e/Biro Reklame dan pcmilik Rcklame/Produk berkewajiban: 

a . memasang/menempelkan stiker/tanda lain pada Reklame sesuai dengan 
ketentuan yring ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur; 

b. mencantumlrnn nama Penyelenggara Reklame dan masa berlaku izin yang 
dapat clibaca clengan muclah clan jelas; 

c. rnemastikan set iap saat kont.ruksi Reklame clalam keadaan kuat clan 
kokoh; 

d . memelihara benda-bencla clan alat-alat yang clipergu nakan u ntuk 
Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik; 

e. mcmbongkar Rcklamc beserta bangu nan Reklame segera setelah berakhirnya 

f. 

(f "'. 

h. 
i. 

masa berlaku izin atau setela.h izin dicabut serta menata kembali lokasi titik 
Reklame yang telah dibongkar; 
mengasuransibin bangunan Reklame permanen dengan ukuran ;;:24 1112 

dengan j enis asu ransi allrisk; 
menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang 
menimbulkan kerugian pada pihak lain; 
mcngajukan izin penyelenggaraan Reklame kepada Kepala DPM-PTSP; clan 
membayar Pajak Reklame, sewa lahan/lokasi titik Reklame dan re t.ribu s i 
sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-unclangan . 

BAB IV 
PENATAAN REKLAME 

Bagian Kesatu 
Pola Penyebaran Peletakan Titik Media Reklame 

Pasal 8 

(1) Penyebaran peletakan titik media Reklame Kabupatcn harus memperha tikan 
cstctika, keamanan, keserasian bangu nan dan lingkungan sesuai dengan 
Rencana tata Ruang. 

(2) Penyebaran peletakan titik media Rekla.me sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) 
meliputi: 



\._,, 

a. titik media Reklame dalam sarnna dan prasarana Kabupaten; dan 
b. tilik media Reklame di luar sarana dan prasarana Kabupaten. 

Pasal 9 

Peletakan titik media Reklarnc clalai11 sarana drin prasarana Kabupaten, 
sebagaimana clin1aksud dalan1 Pasal 8 ayat (2) huruf a cliternpatkan pada : 

a . 
b. 
C. 

d. 
e. 

[. 

g. 

h. 
I . 

J . 

( l) 

(2) 

ruang milik j alan; 
halte; 
shelter; 
pos j aga polisi; 
ruang terbuka hijau kecuali yang bcrfungsi sebagai pulau jalan atau pulau 
lalu lin tas; 
term inal dan Pangk alan angkutan; 
pasar traclisional dan modern 
gelanggang Olahraga; 
Di tempat/ ruang yang teh~h disiapkan oleh Pcmerinrnh Kabupaten. 
F'asilitas umum lainnya; 

Pasal 10 

Peletakkan titik media Reklamc pada Daerah ruang milik jalan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huru f a han 1s memenuhi kctentuan sebagai berikut : 
a. kon struksi t iang Reklame clitempatkan cli luar bahu jalan atau trotoar 

dengan jarak minimal 1 {satu meter) clari tepi paling luar bahu jalan atau 
trotoar; 

b. dalam hal tidak tcrclapat r uang di luar bahu jalan, trotoar, atau 
lalu lintas, konstruksi tiang Reklame sebagaimana climaksucl 
huruf a, clapat ditempatkan di sisi terluar ruang milikjalan; 

jalur 
pada 

c. dalam ha! Lidak terdapat trotoar at.au bahu jaJan, maka konst ruksi tiang 
~ekla:me, diletakkan minimal 3 (tiga) meter dari badan j alan terluar; 

cl . letal{ posisi k onstruksi b iclang Jayar Rcklame t idak boleh sampai kc badan 
jalan; 

e. biclang layar Rekl aine dengan ukuran 2: 12 M?. (dua belas n1eter persegi) 
di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kelinggian paling 
rendah 3 meter dari permu kaan jalan tertinggi; dan 

r. j tu-ak antara titik banguna.n Reklame dengan tit ik lokasi bangunan 
Rekl ame ber ikutnya dalarn satu j alur panclangan paling sedikit 25 (dua 
puluh lima) meter kccuali Reklamc yang berada clipersimpangan 
jalan. 

Pelctakan ti t i k med ia Reklame di halte, Shelter clan Pos Jaga Po!isi 
scbagaimana dimaksud dalam Pasa1 9 huruf b, huruf c clan huruf d, harus 
mernenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan 
b. penempatan bidang Reklame ticiak bol eh melebihi bidang bangunan clan 

ukun.m tidak boleh rhelebih i 50% (lima puluri perscn) dari ll ias 
k eseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk 
pemasangan Reklame. 

(3) Peletakkan titik media Reklame di r uang terbuka h ijau, sebagaimana 
dimaksucl clalrun Pasal 9 huruf f, harus memenuhi ketentuan scbagai berikut : 



v 

a. penempatan bidang Rekla.me diletakkan di batas terluar ruang terbuka 
hijau; 

b. tidal{ melcbihi batas ruang terbuka hijau; dan 
c. t idak mengganggu dan tidak merusak ruang terbuka hijau tersebut . 

(4) Peletakkan titik media Rekl ame di Terminal dan Pangkalan Angkutan, 
Pasar Tradisiona! clan Modern, Gelanggang Ol ahraga, dan fasilitas u mum 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, huruf i, dan 
hu ruf k harus memenuhi ketentuan sebagai bcrikut : 
a . tidak menggi-rnggu ak ses j alan pacla tempat-tempat tersebut; clan 
b. t idak mengganggu fungsi dari tempat-tempat tersebut. 

Pasal 11 

Peletakan titi k media Rekl ame di luar sarana dan p rasarana Kabupaten 
sebagaimana dimaksud clafam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditcmpatkan pacla : 
a. di atas bangunan; 
b. 

C. 

cl. 

e. 

menempel , menggantung pada bangunan; 
halaman atau di Iokasi persil; 
kendaraan; 
ruang uclara. 

Pasal 12 

(1) Peletakan titik media Reklame di atas bangunan sebagaimana 

(2) 

(3) 

(4) 

dimaksud clalam Pasal 11 huruf a harus memcnuhi ketentuan sebagai bcriku t : 
a . bangunan Reklame hanya dapat cliselenggarakan di atas bangunan gcdung 

2 (dua) lantai atau lebih; 
b. bangunan tempat berclirinya konstruksi Reklame harus mem.iliki lzin 

Mendirikan Bangu1wn [1MB) dan fungsi bangunan bclu m berubah; 
c. Sisi bidang bangunan Reklame tidal{ bolch m el ewati sisi terluar bidang 

atap bangunan ; 

d. .Apabila terdapat ketentuan pembatasan ket inggian maka harus mengikut i 
ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan peletakkan t itik 
bangunan sebagaimana cl imaksud 
ketentuan sebagai berikut : 

media 
pada 

Reklame yang menempel pada 
ayat (1) huruf b harus memenuhi 

a. bangunan tempat berclirinya konstruksi Reklame ha.rus memiliki IMB 
dan fungsi bangunan belum berubah; 

b. sisi bidang bangunan Reklame tidak boleh mclewal i sisi terluar bidang 
atap bangunan; clan 

c. untuk Reklmnc yang menggm1tung tegak lurus pacla bangunan, leba.r 
Reklan1c ticlak boleh lebih dari 1 M2 (satu meter persegi). 

Peletakkan titik media Reklame yang berada di halaman per sil sebagaimana 
dimaksucl pada ayat [l) huruf c tidak melewati batas persil/ pagar. 

Peletakkan titik media Reklan1e yang berada pacla kendaraan dan ruang 
udar a sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf d dan huruf e tidak 
n1engganggu pengendara dan masyarakat. 



Pasal 13 

(1) Peletakan dan pemasangan Rck lame harus memenuhi teknis peletakan dan 
pemasangan. 

(2) Tekn is peletakan dan pcmasangan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) 
sebagai berikut : 
a. tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengcndara atau 

penggu naj alan; 
b. t idak mcnggangu keinclahan visual wajah Kabupaten; 
c. tidak merusak lingkungan a.Jami yang sudah ada; 
d . tidak mengorbankan kepentingan umum dan fasilitas umum; clan 
e. naskah clan gambar Reklame tidak mcngganggu keLer tiban umum, 

tidak melanggar norma kesusilaan clan norma kesopanan . 

(3) Ketentuan tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki 
pengendara atau pengguna j alan dan tidak mcngganggu kendahan vi1:,ual 
wajah Kabupaten sebagaimana dimaksu cl pacla ayat (2) huruf a dan huruf b, 
harus memenenuhi kriteria sebagai beriku t: 
a. konstruksi yang tepat, kuat dan t iclak membahayakan; 
b. struktur yang permanen; 
c. t idak melintang j alan, kecuali yang terpasang pada j embatan; 
cl. ticlak menyerupai dan t iclak menghalangi r am bu- rambu l alu lin tas da11 

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APJLL); 
c. pencahayaan tidal{ menyilaukan pengenclm·a dan pcngguna j alan; 
f. efektif dalam menyampaikan informasi. 

(4) Ketentuan ticlak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki 
pengendara a.tau pengguna j alan dan tidak mengganggu kendahan visual 
wajah Kabupaten sebagaimana cl imaksud pada ayat (2) huru f a clan huru f b 
harus memnenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. t idak menghalangi/ menut upi / rnerusak bangunan-bangunan k husu s, 

diantaranya yang mempunyai arsitektur baik bangunan ber sejarah, 
bangun~u1 yang dilestarikari dan lain-lain; 

b. terin tegrasi dengan uk uran yang layak dan proposional sesuai 
kawasannya/ 1 ingkungannya. 

(5) Ketcntuan tidak merusak lingkungan almni yang sudah ada scbagaimana 
d imaksud pada ayat(2) huruf c harus memenuhi kriter ia scbagai berikut: 
a. tidak menempel dengan cara dipak u d i pohon pelindung, ticlak 

menebang pohon pelinclung, dipa1:,ang cl itiang listri k , tiang telepon, tiang 
lampu Pener angan .Jalan Umum , rrun bu lalu lintas dan lampu Traffic 
Light; clan 

b. tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udar a segar. 

Bagian Kedua 
Pelarangan Peletakan Titik Media Reklame 

Pasal 14 

( 1) Peletakan titik media Rcklame clalam sarana dan prasarana Kabu paten 
dilar ang cl i lakukan pada tempat tertentu yang meliputi : 

a. median j alan; 
b. pulau j alan; 



c. trotoar; 
d. ruang tcrbuka hUau yang berfungsi sebagai taman pulau jalan; 
e . di atas badan jalan; 
f. halaman atau pada gedung pemerintah. 
g. halaman atau pada gedung sekolah. 
h . halaman atau pada gedung tempat ibadah. 
1. halama.n atau pada gcdung bersejarah. 

(2) Pengecualian ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, huru f g, 
huruf h dan huruf i sebagai berikut : 

a. reklamc ym1g cliselenggarakan oleh pemerin tah atau Reklai.ne 
bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintah 
kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah; 

yang 
atau 

b. reklame yang diselenggarakan oleh pcmerintah/ pihak sekolah atau 
Reklame yang bersifat insiclentil pada saat pclaksanaan kegiatan yang 
berkaitan clengan pendidikan; 

c. reklame yang bersifat insident il pacla saat penyelenggaraan 
u pacara-u pacara keagamaan; 

d. reklame yang bersifat insiclentil pac:la saat pclaksanaan kegiatan 
yang berlokasi d i gedung tersebut. 

(3) Khusus pemasangan Reklame spancluk dilarang meletakkan dengan cara : 
a . pad a posisi melintang di atas jalan raya; 
b. dipaku ata.u diikat pada pohon pelindung; dan 
c. diilrn.t pacla tiang lan1pu penerangan jalan, tiang la.mpu hi.as, tiang 

lampu lalu lintas (traffic light), tiang rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang 
telepon; 

(4) Dilarang meletakkan Reklame yang beris ikan tayangan iklan Rokok dan :.::at 
adiktif lainnya di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang 
ditetapkan oleh Pcmerintah Kabupaten. 

(5) Penyelenggara Reklame/pcmilik Reklai.ne d ilarang menyelenggarakan Reklai.ne 
1....../ makanan/minuman bcralkohol kecuali pada tempat- t.empat tcr tentu yang 

clii:.::inkan menjual makanan/minuman beralkohol. 

BABV 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Umum Perizinan 

Pasal 15 

( 1) Setiap penyelenggaraan Reklame wajib mempunyai izin tertulis dari Bupati. 
(2) lzin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lzin Pcletakan Titik Media 

Rekla1ne. 
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l ) dikecua1ikan bagi : 

a. papan nama lnstansi Pemerintah; 
b. papan nama pekerjaan/ profesi orang sesuai dcngan ketentuan peraturai.1 

perundangan-undangan yang berlaku. 
c . penyelenggaraan Reklame oleh Instansi Pemerintah yang berisikan 

informasi, pesan, clan himbauan Pemerintah. 
cl . papan nama tempat lbadah, tempa t Pendidikan, panti asuhan, yayasan 

sosial, lembaga sosial. 



(4) 

c. papan naina usaha/kantor / toko yang menempel pada bangunan 
lempat usaha yang memuat nama usaha tanpa ada layangan produk lain. 

f. papan nama organisasi politik atau organisasi 
g. kemasyarakatan yring bcrada d i halaman kantor atau d i bangu nan 

kantor organ isasi tersebut, yang hanya memuat nama organisasi. 

Setiap penyelenggaraan Reklamc tidak diperkenankan untuk 
memindahtangankan izin penyclenggaraan Reklame tanpa izin tertu lis da.ri 
Bupati. 

Pasal 16 

fain peletakan ti t ik media Reklame masa berla kunya 1 (sa tu) Tahun dan dapat 
d iperbaharui atau diperpanjang kembal i. 

Bagian Kedua 

Prosedur Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame 

Pasal 17 

(1) Pcnyelenggara Reklame dalam memperoleh Izin Peletakan Titik Media Reklame 
'--' harus mengajulrnn pennohonan scsuai dengan proseclur. 

(2) Prosedur permohonan izin peletakan tilik media Reklame adalah sebagai 
berikut: 
a. pemohon rncrnbuat 

kepada petugas lokct 
pennohonan ter tulis dan menyeralikannya 

per izinan Reklame di DPM-PTSP bcrsert a berkas 
persyarata.n sesuai ketentuan yang cl ibuat dalam 3 (tiga) rangkap; 

b. petugas mcmeriksa kelengkapan persyaratan pcrmohonan, berkas 
pcrmohonan yang belum lengkap d iserahkan kcmbali ke pemohon, 
dan berkns permohonan yang lengkap cliin put dala m aplikasi perizinan. 

c . petugas membuat pengantar clan menyerahkan berkas perizinan 
kepacla titn teknis u ntuk cl ilakuka n pemeriksaan kelayakai1 dan dibuatkan 
rckomendasi penerbitan izin Reklame oleh Tim Teknis . 

cl. pemohon melakukan pembayarm1 pt\jak Reklrune bagi Reklame yang 
telah memiliki obyek pajak Reklame clan rct ribusi lainnya 
berclasarkan rekomcndasi layak dari tim teknis. 

e. berdasarkan rekomendasi izin Reklame dari tim tckn is , DPM-PTSP 
membuatkan surat izin peletakan titik media Reklame bagi 
permohonan yang clirekomendasikan layak, dan membuatkan surat 
penolakan pennohonan izin bagi permohonan yang d irckomcndasikan 
t idak la.yak. 

(3) Proseclur permoh onan 1z111 peletakan titik media Reklame non 
permancn/ins idcntil adalah sebagai ber iki.lt: 
a . pemohon membuat permohonan tcrtulis dan menyerahkannya 

kepacla petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyara tan sesuai 
ke tentuan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 

b. pctugas memcriksa kelengkapan persyaratan permohonan, berkas 
permohonan yang belum lengkap cliserahkan kembali ke pemohon, 
dan berkas pcrmohonan yang lengkap di input dalam a plikasi perizinan. 

c. petugas melakukan pemeriksaan kela_yakan sebagai bahan penerbitan 
rekomendasi/ persetujuan pclctaka11 titik media Rekl8me. 

cl. dinas Perhubungm1 menerbitkan rekomendasi/ persetujuan bagi t itik 
media Reklame yang layak clan menerbitkan sura t penolakan bagi tilik 
media Reklame yang tidak la.yak; 



,,--.. 
' 

e. pemohon melakukan pembayaran pajak Reklame berdasarkan 

rekomendasi / persetujuan. 

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibentuk 
berdasarkan Keputusan Bupati. 

(5) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 20 (dua 
puluh) h ari kerja apabila persyaratannya lengkap. 

( 1) 

(2) 

Pasal 18 

Dikecualikan dari Pasal 13 ayat (2) untuk jenis Reklame non permanen atau 
insidentil izin penyelenggaraannya berupa persetujuan/rekomendasi dari 
Peran gkat Daera h yang menyelenggarakan Rcklame. 
Prosedur permohonan izin peletakan titik media Reklame non permanen atau 
insidentil adalah sebagai berikut : 
a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya 

kepada petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyaratan sesuai 
ketentuan yang dibua t clalam 2 (clua) rangkap; 

b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Berkas 
permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, 
dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan; 

c. pctugas melakukan pemeriksaan kelayakan sebagai bahan penerbitan 
rekomen clasi/persetujuan peletakan titik media Reklame; 

d. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik clan Persandian menerbitkan 
Rekomendasi atau persetujuan mengenai konten a tau isi dari media 
Reklame; dan 

e. dinas Perhubungan menerbitkan rekomendasi / persetujuan bagi titik 
media Rekla me yang layak dan menerbitkan sura t penolakan bagi titik 
media Reklame yang tidak layak. 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame 

Pasal 19 

(1) Setiap Pemohon yang mengajukan Izin Peletakan Titik Media Reklame harus 
memenuhi persyaratan perizinan. 

(2) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklamesebagaimana dimaksud 
ayat (1) dibedakan sebagai berikut: 
a. persyaratan Izin Pelctakan Titik Media Reklame Permanen; dan 
b. persyara.tan Izin Peletakan Titik Media Reklame Non Permanen atau 

Insidentil. 
(3) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Permanen sebagaimana 

dimaksud ayat (2) huruf asebagai berikut : 
a. foto copy KTP pemohon/pemilik perusahaan/penanggungjawab Reklame; 
b. foto copy KTP Penerima kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan; 
c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya; 
cl. foto copy Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP) pemohon ; 
e. surat perjanjian/kontrak pembuatan/pemasangan Reklame apabila 

pembuatan / pemasangan Reklame dilakukan pihak lain; 
f. surat persetujuan penggunaan lahan lokasi t itik media Rekla.me/surat 

perjanjian sewa lahan; 
g. sura t • l?ersetujuan dari tetangga di lokasi med ia Reklame; 

~t --~ 



h. surat pernyataan yang siapmelakukan pem bongkaran apabila masa izin 
telah habis a ta u terjadi pembangunan/ perlu asan jalan di lokasi t itik 
media Reklame dan Surat pernyataan siap bertanggungjawab dan 
menggant i kerugian yang diakibatkan oleh peletakan titik media 
Reklame tersebu t; 

1. gambar/dcnah lokasi t itik media Reklame; 
j . gambar rencana konstruksi media Reklan1e; 
k. pcnghitungan kckuatan kon s tru ksi tiang/ mecliaReklame yang 

ditantada tangani oleh tenaga ahli yang memiliki 12 111 a.tau sertifika t 
d ibidang Konst ruksi, u ntuk Reklame pennanen dengan ukuran <= 24 M2 
(clua puluh em pat meter persegi); 

I. foto copy sertifikat tenaga ahli kons truksi yang melaku kan 
pengh itu ngan kons truks i yang masih berlaku; 

m. foto copy polis asu rans i u ntuk Reklame permanen dengRn ukuran d i a tas 
:e 24 M2 (dua puluh em pat meter pcrsegi) diserahka n setelah media 
Reklame terpasang; dan 

n. foto copy bu kti pembayaran ptljak Reklame bagi Reklamc yang tclah 
memiliki obyek pajak Reklame. 

(4) Persyaratan lzin Peletakan Titik Media Reklamc Non Permanen atau 
Insidentil sebagaimana dimaksud aya t (2) huruf b sebagai be riku t : 

V (1) 

(2) 

(3 ) 

a . foto copy KTP pemohon/ pemilik perusahaan/ penanggungjawab Reklame; 
b. foto copy KTP Penerima kuasa a pabila pengu rusan izin d ikuasakan; 
c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pert1ohon; 
d. gambar/ denah lokas i titik media Reklame; 
e . gain bar/ design Reklai.n e. 

Bagian Ke empat 
Perpanjangan Izin 

Pasal 2 0 

lzin peletakan titik media Reklrune yang telah habis masa bcrlakunya clapat 
diajukan pcrpanjangan. 

perpanjangan LZin peletakan titik media Reklame ticlak diperkenan kan 
apabila dilakukai.1 pcru bahan ukuran, konstruksi, lokasi Reklame, daJ1 jcnis 
Reklame. 

Permohonan perpa njangan izin peletakan t itik media Rekla.me yang 
disertai pen1bahan u ku ran, kons t ruks i, lokasi Reklame dan jenis Reklame 
proses per·izinannya sama dengan proses perizinan baru. 

Bagian Kelima 
Pembatalan Izin dan Pe nc abutan Izin 

Pasal 2 1 

lzin Peletakan Titik Media Reklame clapa t d ibatalkan a pabila dalam jangka waktu 3 
(t iga) bulai.1 sejak izin cl ikeluai·kan penyelenggara Reklame belum melaksanakan 
akt ifitas pembangunan media Reklame. 

Pasal 22 

( 1) Izin pelctakan t itik 111edia Reklame dapat dicabut atau dinyatakan tidak 
berlaku apabila : 



a. pemegang izm tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan; 
b. penyelenggaraan Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan 1zm yang diberikan berupa perubahan materi, ukuran, kctinggian, titik lokasi, dan konstruksi bangunan Reklame; 
c. masa berlaku izin telah habis. 

(2) Proscdur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. perangkat Daerah yang terkait atau tim teknis Rcklame terlebih dahulu memberikan peringatan kepada penyelenggara Reklamc sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan; 
b . apabila penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan, maka tim teknis memberikan rckomendasi untuk pencabutan izin kepada DPM-PI'SP berdasarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 
c. kepala DPM-PI'SPmenandatangani dan mengeluarkan surat pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas Pajak dan Retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi. 

( 1) 

(2) 

BABVI 
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Reklame 

Bagian Kesatu 
Pengawasan dan Pengendalian Reklame 

Pasal 23 
Pengawasan Reklamc dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang pengawasan sebagai berikut : 
a. dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika dan dampak lingkungan; b. dinas PUPR melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek tata ruang dan konstruksi; 
c. dinas Perhubungan melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek jalan dan lalu lintas; 
d. dinas Komunikasi, !nformasi, Statistik dan Persandian mclaksanakan Pengawasan/pcngendalian terhadap aspek konten atau isi; e. badan Keuangan Daerah roelaksanakan Pcngawasan/pengendalian terhadap aspek pajak; dan 
f. DPM-PI'SP melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek perizinan. 

(3) Pengawasan/pengendalian dilakukan sccara reguler. 

Pasal 24 
Untuk mempcrmudah pengendalian Reklamc, penyelcnggara Rcklame wajib mencantumkan iden titas kcpemilikan Reklame yang disertai nomor Telcpon, masa berlaku Reklame, Stiker/Cap pclunasan pajak. 



( 1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 29 

Bagian Kedua 
Penertiban Re.klame 

Pasal 25 

Dalam upaya mcnciptakan kepatuhan masyarakat dalam pcnyelenggaraan Reklame Pemerintah Kabupaten dapat mclakukan Penertiban penyclenggaraan Reklame. 
Penertiban pcnyelenggaraan Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dalam ha! : 
a. habis masa. berlaku dan tidak diperpanjang; b. pcnyelenggaraan Reklame dilakukan tan pa memperoleh izin sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan; c. pembayaran pajak k urang dar i yang seharusnya dibayar dan/atau bclum dibayar; dan 
d. mengganggu/ rncnghambat pekerjaan/pcmbangunan yang akan dilakukan oleh Pemcrintah Kabupaten Kaur; 

Pasal 26 
Pcnyelenggara Reklame yang memcnuhi salah sa tu atau lcbih unsur sebagaimana climaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diwajibkan untuk melakukan pcmbongkaran sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pembongkaran scndiri sebagaimana dimaksutl pada ayat (2) harus clisertai dcngan pcngangkutan bahan hasil pernbongkaran dan pcnataan terhadap 1.itik Rcklame yang dibongkar. 
Penyelenggara Reklamc yang dikenai kewajibatl pembongkaran scndiri tetapi tidak melaksanakannya, maka pembongkaran tcrsebut akan dilakukan oleh Pemcrinrah Kabupaten Kaur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerin tah Kabupaten . 
Dalam hal Penyelenggara Reklamc ticlak melaksanakan kewaji ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka seluruh bahan konstruksi/materi Reklame akan clikuasai dan climiliki oleh pihak yang melakukan pcmbongkaran . 

Pasal 27 
Scbelum dilakukannya pembongkaran Reklame sebaga.imana dimaksuct dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Pcnyclenggara Rcklame dapat mengenakan sanksi berupa: 

a. pcmbcrian tanda silang atau tulisan ilegal pada layar Rcklame atau bangunan Rcklame; 
b. pelepasan tayangan iklan/Reklame pada titik Reklame yang akan dibongkar; ctan 
c. penolakan iz;in Rcklame lain yang diaju kan oleh penyclenggura J<eklame yang mclanggar ketentuan. 

Pasal 28 
Pcmbongkar an Reklame dan atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 27 huruf a clan huruf b, bagi I<eklame yang ticlak mcmiliki izin a.tau masa bcrlaku izin telah habis dilaksanakan tanpa pemberitahuan/ pcringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelcnggara Rekla.me. 

.. ., 



Pasal 29 

Pelak sanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame bcrupa pemberian sanksi dan 
pcm bongkaran Reklame, clilakuka.n oleb Tim Penerti ban Terpadu Penyelenggaraan 
Reklame yang c:l itetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 30 

Apabila dalam pelaksanaan pen crli ban t idal{ ler sedia anggaran unluk 
pembongkaran Rek lame, ma.ka Pemer intah Kabupaten Kaur dapat men unjuk 
pihak ketiga. sebagai pelaksana pembongka.ran Reklame dan segaJa bahan 
kontr uksi/ materi Reklame discrahkan kepada pihak yang cl itunjuk melakukan 
pembonglrnran sebagai ganti jasn pembongkaran. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Dengan berlaku nya Peraturan Bupati 1m, maka izin Peletakan Tit ik Media 
Reklamc/ izin Reklamc yang telah terbi t dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
habis masa berlal{U izinny a clan selanjutn ya Pelet.akan Ti tik Media Reklame clan ...... 
perizinannya menyesuaik an dengan ketcntuan sebaga.imana diatur daJam Peraturan 
Bupat i ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peratunu1 Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmer intahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya clalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal /l9 -pt ·h n;c1n' 2019 

t¥UPATI KAUR, t 

A 
%Gus 

Diundangkan cli Bintuha.n 
pacla tanggal lg rPhtUctn' 20 19 

SEKRET IS DAERAH 
KABUPA KAUR, 

H. NANDAR NADI, S.Sos, M.Si. 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2 0 1 8 NOMOR : JO~ 
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